BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

Meningat

a.

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah
ada mengatur tentang Pajak Daerah dipandang
perlu melakukan perubahan atas masa pajak
dan tarif pengenaan Pajak khususnya Pajak
Bumi dan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
1997, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah



10.

11.

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130 Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000
tentang Tata Cara Penjualan barang sitaan yang
dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam
rangka penagihan pajak dengan surat paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2000 Nomor 248,Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4050);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



MEMUTUSKAN :
Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK
DAERAH
PASAL |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2)

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (41) diubah dan ditambah 4 (empat) huruf,
sehingga Pasal 1 ayat (41) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

41. Masa Pajak tiap jenis Pajak dibedakan menjadi :

a. Masa Pajak untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak
Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu)
bulan kalender sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak
atau kuasanya.

b. Masa Pajak untuk jenis pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah
adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak Surat Ketetapan
diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

c. Masa pajak untuk jenis pajak Bumi dan Bangunan adalah jangka
waktu 6 (enam) bulan kalender sejak Surat Ketetapan pajak diterima
oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

d. Masa Pajak untuk Jenis Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan adalah jangka waktu 3 (satu) bulan kalender sejak SSP
BPHTB diverifikasi oleh Instansi terkait.

2. Ketentuan Pasal 55 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga pasal 55
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 55
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai
berikut :
(1) Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) ditetapkan sebsar 0,1% (nol koma satu persen).

(2) Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mulai dengan Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).



PASAL Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 2 Juli 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto
H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR PROVINSI JAMBI NOMOR 4/BHK/ 4-3/VI11/14 TANGGAL 1 JULI 2014



